
b.

BUPATI SAMOSIR

PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 36 TAHUN 2OO9

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

KEPADA CAMAT DI KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR'

bahwa untuk pelaksanaan tugas di bidang urusan pemerintahan yang berhasil

guna,tepatgunadanberdayaguna,perlumelimpahkansebagiankewenangan

dari Bupati kePada Camat;

bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudpadahurufadi
atas,perluditetapkanPeraturanBupatitentangPendelegasianKewenangan
Bidang Pelayanan Perizinan Kepada Camat di Kabupaten Samosir;

Undang-UndangNomorlsTahunlggTtentangPajakDaerahdanRetribusi
Daerah(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahunlggTNomor4l,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 36S5)' sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang

perubahan atas undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000

Nomor246,TambahanLembaranNegaraRepubrikrndonesiaNomora}ao;

2.Undang-UndangNomor36Tahun2003tentangPembentukanKabupaten
SamosirdanKabupatenSerdangBedagaidiProvinsisumateraUtara
(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2003Nomorl5l,Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4346)'

3.Undang-l)ndangNomorl0Tahun2004tentangPembentukanPeraturan
Perundang-undangan(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389);

4.Undang-UndangNomor32Tahun2oo4tentangPemerintahanDaerah
(LembaranNegaraRepubtiklndonesiaTahun2004Nomorl25,Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali

yangterakhirdenganUndang-UndangNomor12Tahun2003tentang
PerubahanKeduaatasUndang-UndangNomor32Tahun2004tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a844;

5. Peraturan '..

". 1

Jrrlan Reva Rianiate Km. 5,5 Pangururan Kode Pos 22392 Sumatera Utara



5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelengg araan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2007 Nom or 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4737),

T. peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4826),

8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2OO7 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Samosir

(Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 133, seri D Nomor

16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2009 tentang

penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten

Samosir Tahun 2009 Nomor 26, seri D Nomor 39);

10. peraturan Bupati Samosir Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok

dan Fungsi masing-masing Jabatan Pada Kecamatan Kabupaten Samosir

(Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 162 seri F Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PENDELEGASIAN

KEWENANGAN KEPADA CAMAT DI PEMERINTAH KABUPATEN

SAMOSIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam

undang - undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kabupaten Samosir.

3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten samosir.

4. Bupati adalah BuPati Samosir.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah

Kabupaten.
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7.

8.

camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di

wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh

kewenangan pemerint ahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan

otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan'

pendelegasian kewenangan adalah pelimpahan atau penyerahan sebagian

wewenang Bupati kepada Camat dalam rangka pelaksanaan tugas

penyelenggaraanbeberapaurusanpemerintahanpadalingkupkecamatan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan'

SatuanKerjaPerangkatDaerahyangselanjutnyadisebutSKPDadalah
satuan kerja yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam

penyelenggaraanpemerintahandaerahyangterdiridariSekretariatDaerah,

Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah' Dinas' Kecamatan dan

Kelurahan.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah

ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan

wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal'

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

Pendelegasian sebagian wewenang Bupati Samosir

berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi

peraturan Perundang-undangan'

kepada Camat dilakukan

berdasarkan ketentuan

Pasal 3

(1).DenganPeraturanBupatiini,Bupatisamosirmendelegasikansebagian
kewenangankepadaCamatuntukmelaksanakanPelayananPerizinandi
wilaYah kecamatan'

(2).Bidang-bidangdalampelayananperizinanyangdidelegasikankepada
camatsebagaimanatercantumdalamlampiranyangmerupakanbagian
tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'

(3)Camatberkewajibanmelaksanakantugas-tugasyangdidelegasikan
denganpenuhtanggungjawabdandalamteknisoperasionalmaupun
fungsionaltetapberpedomankepadaperaturanperundang-undangan.

Pasal 4

(1).Dalamhalpelayananperizinan,camatberkewajibanmelakukan
peninjauan dan penilaian objek dan subjek perizinan' pertimbangan

hukum, penghitungan dan penetapan retribusi izin'

(2).Dalampenerbitanizin,camatberkoordinasidenganSKPDyang
menangani perizinan dan pendapatan'

(3)Camatsebagaipimpinanwilayahkecamatanmemberikanrekomendasi
teknisuntukjenisusahaataujenisizinyangpengelolaanperizinannya
menladi kewenangan SKPD'

(4)Dalamhalpenerbitanrekomendasiteknissebagaimanadimaksudpada
ayat(3),Camatterlebihdahulumelakukanpeninjauanlapangan'
pertimbanganhukumdanhal-halyangtelahditentukanolehperaturan
perundang-undangan (5). Dalam ...
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(5) Dalam pelaksanaan pelayanan perizinan, camat berkewajiban

berpedoman dan menerapkan SPM dan Standar Operasional Prosedur'

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka keputusan Bupati Toba

samosir Nomor 222 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kewenangan

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan darl Bupati Toba Samosir

kepada Camat di Kabupaten Toba Samosir dinyatakan dicabut dan tidak

berlaku lagi"

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang

mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan

Bupati.

Pasal 6
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan'

Agarsetiaporangdapatmengetahuinya,memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah KabuPaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal,l0 Desember 2009

BUPATI SAMOSIR,

Dto/CaP

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal, re Desen&r 2e4

AERAH KABUPATEN

TIGOR SIMBOLON

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUNog NOMOR5{SERIF NOMOR 36

(1)

(2)

Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan Kode Pos 22392 Sumatera Utara
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